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Latar Belakang 2

Pelaksanaan amanat UU HPP yang mengatur bahwa
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi

yang merupakan penduduk Indonesia Menggunakan

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


Tujuan Kebijakan 3

1 2 3

Untuk mendukung kebijakan

satu data Indonesia dengan

mengatur pencantuman nomor

identitas tunggal yang

terstandardisasi dan

terintegrasi dalam pelayanan

administrasi perpajakan

Untuk memberikan

keadilan dan kepastian

hukum dalam penggunaan

NPWP sehubungan dengan

ketetuan penggunaan NIK

sebagi NPWP bagi wajib

pajak Orang Pribadi

Untuk memberikan kesetaraan

serta mewujudkan administrasi

perpajakan yang efektif dan

efisien bagi wajib pajak Orang

Pribadi yang merupakan

penduduk Indonesia yang
menggunakan NIK sebagai NPWP

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


PERUBAHAN FORMAT NPWP 4

NIKNPWP ORANG PRIBADI

penduduk NIK

NPWP BADAN, Instansi

Pemerintah & ORANG 

PRIBADI bukan penduduk

16 Digit

Angka

Nomor Identitas

Tempat Kegiatan

Usaha (NITKU)

NPWP CABANG

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


FORMAT NPWP BARU, SEJAK KAPAN? 5

Dengan ketentuan:

s.d. 31 Desember 2023
NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan 

pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas

Format NPWP Baru berlaku sejak

14 Juli 2022 Per 1 Januari 2024
seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan 

lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan 

NPWP dengan format baru

Sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi

penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk,

Wajib Pajak badan serta Wajib Pajak instansi pemerintah

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


UNTUK WP LAMA, BAGAIMANA? 6

• Dilakukan Pemadanan

dengan Data Kependudukan

Klarifikasi kepada WP untuk

Data Belum Valid

Ketentuan NPWP

•WP Lama
WP Orang Pribadi penduduk

Belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga

menjadi data valid, NPWP format 15 digit hanya dapat

digunakan s.d. 31 Des 2023

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


UNTUK WP LAMA, BAGAIMANA? 7

Ketentuan NPWP

MENAMBAH ANGKA “0”
WP Lama

WP Badan, Instansi 

Pemerinahan & Orang 

Pribadi bukan penduduk

di depan NPWP Lama

menjadi format 16 Digit

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


UNTUK WP LAMA, BAGAIMANA? 8

Ketentuan NPWP
Diberikan Nomor Identitas
Tempat Kegiatan

(NITKU)

SECARA JABATAN

UsahaWP Lama
Untuk WP Cabang

Batas waktu pihak lain menggunakan NPWP dengan format 15 digit dapat diperpanjang

oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


UNTUK WP BARU, BAGAIMANA? 9

Ketentuan NPWP

WP Baru atau WP yang

Terdaftar setelah PMK-

112/22 Berlaku s.d.

31 Desember 2023

1.

2.

NIK diaktivasi sebagai NPWP

Diberikan NPWP Format

15 Digit

WP Orang Pribadi

penduduk

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


UNTUK WP BARU, BAGAIMANA? 10

Ketentuan NPWP

WP Baru atau WP yang

Terdaftar setelah PMK-

112/22 Berlaku s.d.

31 Desember 2023

WP Badan, Instansi Pemerinahan

& Orang Pribadi bukan penduduk

NPWP Format 16 Digit

Selain WP Orang Pribadi penduduk dan WP Cabang, tetap dapat menggunakan NPWP

dengan format 15 digit dengan menghapus digit pertama berupa angka 0 (nol)

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


UNTUK WP BARU, BAGAIMANA? 11

Ketentuan NPWP

WP Baru atau WP yang

Terdaftar setelah PMK-

112/22 Berlaku s.d.

31 Desember 2023

Diberikan Nomor Identitas Tempat

Kegiatan Usaha (NITKU)

Diberikan NPWP Format 15 Digit

Untuk WP Cabang

NITKU baru akan digunakan mulai tanggal 1 Januari 2024, WP Cabang tetap

menggunakan NPWP Cabang sampai dengan 31 Desember 2023

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id


KALAU WP LAMA, BAGAIMANA? 12

SELURUH

NPWP
DENGAN FORMAT LAMA

Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024

tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian

www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id
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www.pajak.go.id

PROSES IMPLEMENTASI NIK SEBAGAI NPWP BAGI 

OP PENDUDUK LAMA

WP Lama
OP Penduduk

Data sudah padan dengan data Dukcapil

NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP

Data belum padan dengan data Dukcapil

WP harus melakukan pemutakhiran sampai

data menjadi valid

WP menggunakan

NPWP 15 s.d. 31 

Desember 2023. 

Penggunaan NIK sbg

NPWP terbatas, 

hanya untuk login 

DJP Online

Jika data belum valid, 

WP masih bisa

menggunakan NPWP 

15 s.d. 31 Desember

2023

http://www.pajak.go.id
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www.pajak.go.id

PEMUTAKHIRAN DATA (PERMINTAAN KLARIFIKASI)

Orang Pribadi Penduduk & Bukan Penduduk Badan & Instansi Pemerintah

Data Utama (Identitas) Data Lainnya (email, nomor HP, alamat

sebenarnya)

Data Lainnya (email, nomor HP, alamat

sebenarnya)

Data KLU

Data KLU

Data Keluarga

Penyampaian permintaan klarifikasi:

• Laman DJP (DJP Online)

• Email

• Contact center

• Saluran lain

Penyampaian tanggapan klarifikasi:

• Laman DJP (DJP Online)

• Contact center

• KPP

• Saluran lain

http://www.pajak.go.id
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Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024

tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian

www.pajak.go.id

PEMUTAKHIRAN DATA VIA DJP ONLINE

http://www.pajak.go.id


KALAU WP LAMA, BAGAIMANA? 16

Ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024

tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian

www.pajak.go.id

KETENTUAN LAIN-LAIN

Per 1 Januari 2024, 

sistem pihak lain harus menggunakan NPWP 16 digit

-> Dalam hal belum siap, pihak lain dapat meminta perpanjangan

Dokumen, keputusan, putusan, & dokumen lain yang 

mencantumkan NPWP 15 digit dan terbit sebelum 1 Januari 2024

-> tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan atau

penggantian

http://www.pajak.go.id
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